PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR & TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA DAN PENGELOLAAN UANG DAERAH

KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang

Mengingat

Sl

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

bahwa dalam rangka meclaksanakan sistemn Penerapan
Rekening Tunggal (Treasury Single Account | sesuai dengan
ketentuan Pdsal 22 Undang-Undang Rcpublik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2004 (cntang Perbendaharaan Negara,

serta " Peralupan® Pegicrintah  Nomor 239 1 Tahuan 2007
tentang Uang  Negara/Dacrah, perlu

Pengelolaan
menctapkan  Tata Cara dan Pengelolaan Uang Dacrah
Kabupaten Aceh Singkil

)

ahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu ditctapkan dalam suatu Pcraturan;

Undang-Unda
Pecmbentukan

(Lembaran N

g Nomor - 14 Tahun 1999 tentang
Dacrah Tingkat [ Kabupaten Acch Singkil
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor

Ladid

48, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 382);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas  dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lcmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor c6all;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 t(cntang
Kecuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Nomor 4280)

>

10 Taavoial s s 200

Undang-Undang Nomor tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

Indoncsia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Kcuangan
Negara (Lembaran  Negara Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4400)

?



6.

10.

11.

1

1.

14.
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tcntang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncsia Nomor 4437) sebagaimana
telah bebcrapa kali diubah tcrakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahkun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Kcuangan antara Pemcrintah Pusat dan
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncesia 4438);

Undang-Undang Nomor El Tahun 2006
tentang Pemerintahan Acch (Lembaran Negara Republik
[Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4633)

;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor &2,
Tambahan Lembaran Necgara Republik Indonesia Nomor
$234];

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
&)

Pengelolaan Keuangan Dacrah (L.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoncesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pcngelolaan  Uang  Ncegara/Dacrah  (Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4738)

5

Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pcngcelolaan  Kcuangan  Dacrah
scbagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
lentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Necgeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pcdoman

Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kcuangan Nomor 218/PMK.05/2007
tentang Tata Cara Pembukaan dan Pcngelolaan Rekening
Milik Bendahara Umum Negara;

Peraturan Mentert Keuangan Nomor 196/PM K.05/2009
tentang Penctapan Nomor dan Nama Rckening Kas Umum
Ncgara scbagaimana tclah diubah dengan Peraturan
Mcnteri Keuangan Nomor 43 /PMK.05/2011;

S



15. Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pcmbentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

16. Qanun Acech Nomor 5 tahun 2011 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun (Lembaran Dacrah Nanggroc Aceh
Darussalam Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran

! Dacrah Aceh Nomor 27);

17. Qanun Acch Singkil  Nomor 6 Tahun 2008 tentang
| Pengelolaan Kcuangan Acch Singkil (Lembaran Daerah
| Kabupaten Acch Singkil Tahun 2008 Nomor Foal:

I8 Qanun. Aceh | Singkil  Normorsd Tatiun 2014 {eatang

&
Anggaran Pendapatan dan Belanja  Kabupaten Aceh
Singkil  Tahun  Anggaran 2014 (Lembaran  Daecrah

Kabupaten Acch Singkil Tahun 2014 Normior 2o0);

19. Pcraturan Bupali Acch Singkil Nomor 3 Tahun 2012
tentang  Sisterm  dan Prosedur Akuntansi Pemerintah
{abupatc‘n Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh
- Singkil Tahun 2012 Nomor S

20. Peraturan Bupati Acch Singkil Nomor 8 Tahun 2012
- tentang  Sistem  dan  Prosedur Pengclolaan  Keuangan
Dacrah Kabupaten Acch  Singkil (Berita Dacrah
‘ Kabupaten Acch Singkil Tahun 2012 Nomor 8);

21. Pcraturan Bupali Acch Singkil Nomor 1 Tahun 2014
| tecntang Pcnjabaran Angoaran Pendapatan dan Belanja
| Kabupaten Acch 1Singkil Tahun Anggaran 2014 (Berita
‘ Dacrah Kabupaten Acch Singkil Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA - DAN
PENGELOLAAN UANG DAERAH KABU PATEN ACEH
SINGKII

BAB |

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud densan -

1. Kas Dacrah adalah tempat pc yimpanan Uang Dacrah yang
ditentukan oleh Bupau g selurubh penerimaan

daerah dan membayar scluruh pengeluaran dacrah;

2. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening  (empat
penyimpanan Uang Dacrah vang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh penerimaan dacrah dan membayar sceluruh
pengeluaran dacrah pada bank yang ditetapkan;

3. Rekening Kas Pecncrimaan Daerah adalah rekening Bendahara
Umum Dacrah yang digunakan untuk mecnampung pencrimaan
dacrah pada Bank Umum/badan lainnya;

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagian Hukum Dan Ham-
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/ 4. Rekening Kas Pengeluaran Dacrah adalah rckening Bendahara
Umum Daerah yang digunakan untuk membayar pengeluaran
dacrah pada Bank Umum/badan lainnya;

5. Bank Umum adalah bank yang mclaksanakan kegiatan usaha
sccara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang
dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu  lintas
pcmbayaran;

6. Bendahara Umum Dacrah, yang sclanjutnya disingkat BUD

adalah Pejabat Pengelola Kcuangan Dacrah yang diberi tugas

untuk melaksanakan fungsi bendahara umum dacrah;

7. Bendahara Pencrimaan adalah orang yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan

i mempertanggungjawabkan uang pendapatan  daerah  dalam

1 rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah,

\

8. Bendahara Pengcluaran adalah orang yang ditunjuk untuk
mencrima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah

\ dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat
1 - Dacrah;
‘ 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
w adalah perangkat dacrah pada pemcrintah daerah selaku
| pcngguna anggaran/pengguna barang;
|
‘ 10. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum
Dacrah;
11. Uang Persediaan adalah sejumlah uang yang disediakan untuk
satuan kerja ksanakan kegiatan operasional kantor
‘ schari-hari;
12. Rekening Koran adalah catatan transaksi kcuangan harian yang
dikeluarkan oleh bank atas suatu rekening;
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang sclanjutnya disingkat SP2D
" adalah dokumen va digunakan sebagai dasar pencairan dana

yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM;

g

14. Kuasa Bendahara Umum Dacrah yang sclanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

mclaksanakan scbagian tugas BUD; dan

15. Pengelolaan Uang adalah kegiatan pengelolaan yang mencakup
pcngelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk
mcnanggulangi kckurangan kas atau memanfaatkan kclebihan
kas sccara optimal.

BAB Il
BENDAHARA UMUM DAERALII

Pasal 2

(1) Kepala Satuan Kerja Pengclola Keuangan Dacrah bertindak scbagai
Bendahara Umum Dacrah.
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(2) Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Dacrah sclaku Bendahara

Umum Dacrah dibantu olch Kuasa Bendahara Umum Dacrah
untuk melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan
dengan pengelolaan Uang Dacrah dan surat berharga.

Pasal 3

Wewenang Bendahara Umum Dacrah dalam pengelolaan Uang Dacrah
meliputi:

al

(2)

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran Kas Dacrah;

memantau pelaksanaan pencrimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga kcuangan lainnya yang telah ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pclaksanaan APBD;

menyimpan Uang Dacrah;

melaksanakan penempatan L'a“q Daerah;
mengelola/menatausahakan investasi;

meclakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna
Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Daerah;

mclaksanakan pcmberian pinjaman atas nama pemecerintah daerah;
dan

mecnyajikan informasi keuangan dacrah.

b. menyiapkan surat peny 1an dana;

c. menerbitkan surat perintah pencairan dana; dan
d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan daerah.

Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
Kuasa Bendahara Umum Daerah berwenang:

a. mcmantau pclaksanaan pencrimaan dan pengeluaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga kcuangan lainnya yang telah ditunjuk;

b. mcngusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pclaksanaan APBD;

c. menyimpan Uang Daerah;

d. melaksanakan penempatan Uang Dacrah dan
mengcelola/ menatausahakan investasi;

c. melakukan pembayaran berdasarkan  permintaan  pejabat
Pengguna Anggaran atas beban Rekening Kas Umum Dacrah,

[.  melakukan pengcelolaan utang dan piutang daerah; dan
g. meclakukan penagihan piutang dacrah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang
Kuasa Bendahara Umum Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan Surat Keputusan Kepala Dacrah.
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BAB 111
UANG DAIERAH

Rasal. 3

(1) Uang Daerah meliputi rupiah dan valuta asing.

(2) Uang Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari uang
dalam Kas Dacrah dan uang pada Bendahzra Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran pada SKPD dan SKPKD.

Pasal 6

(1) Penambahan Uang Dacrah bersumber dari

a. pendapatan daerah, antara lain Pendapatan Asli Dacrah, Dana
Perimbangan, dan lain-lain pecndapatan daerah yang sah;

b. penerimaan pembiayaan, antara lain penggunaan sisa lebih
perhitungan  anggaran (Silpa), pencairan dana cadangan,
penerimaan pinjaman dacrah, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan penerimaan pelunasan piutang; dan

¢. penerimaan daerah lainnya, antara lain pencrimaan perhitungan
pithak ketiga.

(2) Pengurangan Uang Daerah diakibatkan oleh :

a. belanja daerah;

b. pcngeluaran pembiayaan, antara lain pcmbayaran pokok utang,
penycrtaan modal pemcrintah dacrah, dan pemberian pinjaman;
dan

c. pengeluaran daerah lainnya, antara lain pengeluaran
perhitungan pihak ketiga.

BAB IV

REKENING MILIK DAERAH
Bagian Pcrtama
Jenis Rekening

Pasal 7

ab]

Jenis rckening scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2} lerdirt
darti:

a. Rekening Kas Umum Dacrah, rckening tempat penyimpanan uang
dacrah yang digunakan untuk menampung scluruh pencrimaan
daerah dan digunakan untuk membayar scluruh pengeluaran
dacrah pada bank umum;

b. Rekening Kas Pcnerimaan Dacrah, yang meliputi Rckening
Penerimaan dacrah yang berada pada Bank Umum;

c. Rekening Kas Pengeluaran Daerah, yang mecliputi Rckening
Pengeluaran daerah yang berada pada Bank Umum; dan



d.

(1)
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Rekening Kas Lainnya, yang mcrupakan rckening milik Bendahara
Umum Dacrah guna peruntukan tertentu yang tidak dapat
dilaksanakan mclalui Rekening Kas Umum Dacrah, Rekening Kas
Penerimaan Dacrah dan Rekening Kas Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua
Penunjukan Rekening

Pasal &

Kepala Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Dacrah seclaku Bendahara
Umum Dacrah membuka rckening scbagaimana dimaksud pada
Pasal 7 pada Bank Umum yang ditunjuk olch Bupati

Penunjukan Bank Umum scsuai dengan kriteria dan peraturan yang

diatur oleh Perundang-undangan.

Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dimuat dalam perjanjian antara Bendahara Umum Daerah dengan

Bank Umum yang bersangkutan.

Perjanjian scbagaimana dimaksud pada avat (3) sckurangkurangnya

mencakup:

a. jenis pelayanan yang diberikan;

b. mckanisme pengeluaran/penyaluran dana melalui bank;

¢. pelimpahan penerimaan dan saldo rckening pengceluaran ke
Rekening Kas Umum Daerah;

d. pemberian bunga/jasa giro/ bagl hasil atas saldo rekening;

¢. pemberian imbalan atas jasa pelayanan;

[.  kewajiban mcnyamp in laporan;

g. sanksi berupa denda dan/atau pengenaan bunga yang harus
dibayar karcna pelayanan yang tidak scsuai dengan perjanjian;
dan

h. tata cara penyclesaian perselisihan.

Rekening Kas Umum Daerah. merupakan rckening milik Bendahara
b
Umum Dacrah guna untuk menampung scluruh penerimaan daerah
dan/atau membayar seluruh peneeluaran daerah dalam rangka
) b
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupten Aceh
Singkil.

Rekening Kas Penerimaan Dacrah, merupakan rckening milik
Bendahara Umum  Dacrah  guna untuk menampung  scluruh
penerimaan dacrah yang dioperasikan bersaldo nihil yang scluruh
pcnerimaannya dilimpahkan ke Rekening Kas Umum Dacrah sccara
berkala.

Rckening Kas Pengeluaran Dacrah, merupakan rekening milik

Bendahara Umum Dacrah guna untuk membiayai k
pemcrintah daerah sesuai rencana pengeluaran daerah

dilakukan meclalui penerbitan SP2D olech Kuasa Bendahara Umum
Daeralh atau  ditentokan &R, sumber dana Reke




Penerimaan Dacrah adalah pemindahbukuan sctara berkala sesuai
dengan perkiraan pengeluaran daerah dari Rekening Kas Umum
Dacrah.

(4) Rekening Kas Lainnya, merupakan  rekening milik Bendahara
Umum Dacrah guna pcruntukan tertentu yang tidak dapat
dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas
Penerimaan Dacrah dan Rekening Kas Pengeluaran Daerah.

Bagian Keempat

Pemindahbukuan Rekening

Ketentuan lebih lanjut tentang nama, nomor rekemng, “pembukaarn.
pemindahbukuan dan tata cara pcngelolaan Rekening Kas Daerah
diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.

A (&)

[ Pasal 10

BAB V
&
REKENING MILIK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
E Pasal 11
(1) Rckening Kas Satuan Keria Pcrangkat Dacrah (SKPD) adalah
rckening kas yang terdapat pada SKPD yang betujuan untuk
menampung dan atau menerima seluruh  dana maupun
mclaksanakan scluruh pengeluaran yang menjadi hak dan
kewajiban SKPD dilingku n Pemerintah Kabupaten Acch Singkil
yang bersumber dari Angg n Pendapatan dan Belanja Kabupaten
(APBK) Acch Singkil
(2) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah dapat membuka Rckening
Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum yang
ditunjuk oleh Bupati.
(3) Penunjukkan Bank Umum untuk Rekening Kas Satuan Kerja
Pcrangkat Dacrah diatur dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
< (4) Kepala Dacrah sclaku Penguasa Pengclolaan Kcuangan Dacrah
berhak melakukan penutupan dan melakukan pcmindahbukuan

dari*Rekening Kas Satuan kerija Perangkat Daerah ke Rekening Kas

Umum Milik Dacrah apabiia diperlukan.

BAB VI
PENUNJUKAN BADAN LAIN
Pasal 12
(1) Bupati dapat menunjuk badan lain yang sudah ditunjuk oleh
Mentert Keuangan untuk melaksanakan penerimaan dan/atau

pengeluaran dacrah dalam rangka mendukung kegiatan operasional
satuan kcrja pcrangkat daerah.

(2) Bupati dapat menunjuk badan lain selain yang dimaksud pada ayat
(1) dengan persctujuan Menteri Keuangan.
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(3) Pcnunjukan badan lain schagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dituangkan dalam kontrak kerja.

(4) Ketentuan lebih  lanjut mengenai kontrak kerjp  schagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Kepala Dacrah.

BAB VII
BUNGA DAN/A’I‘AU JASA GIRO
Pasal 13

(1) Uang Dacrah yang berada di Bank Umum/badan lain, Bendahara
Umum Dacrah berhak memperolch bunga, jasa Ulr()}bdgjl hasil pada
tingkat bungja yang berlaku umum untuk kcumungbcm Kas Dacrah.

2) Bunga/jasa giro yang ditcrima pemerintah disetor ke Rekening Kas
) & ) !
Renerimmaan.

BAB VIII

£ PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH
N
Pasal 14
| (1) Pada sctiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara
| Penerimaan - untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada satuan kerja di
lingkungan pemerintah dacrah.

(2) Untuk mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
bupati memberi izin kepada kepala satuan kerja perangkal daerah
di lingkungan pemerintah daerahnya untuk membuka rckening
penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan olch | bupati.

(3) Secmua pendapatan a dacrah yang ditampung di rekening
pencrimaan scbagaimana dimaksud pada avat (2) setiap hari disctor
scluruhnya ke Rekening Kas Umum Dacrah.

4 BAB IX
L

UANG PERSEDIAAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pacal s

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, satuan kerja pcrangkat
dacrah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja

untuk membiayai kegiatan opcrasional schari-hari.

(2) Bupati dapat membecerikan izin pembukaan rekening pengeluaran
pada Bank Umum untuk menampung Uang Perscdiaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada satuan kerja

pcrangkat dacrah.

(3) Pada setiap awal tahun anggaran bupati mengangkat Bendahara
Pengeluaran pada satuan kerja perangkat dacrah untuk mengelola
Uang Persediaan yang harus dipertanggungjawabkan.

(4) Dalam rangka pengelolaan kas, kepala | dacrah dapat
memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rckening
pengcluaran SKPD schagaimana dimaksud pada ayat (2).
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Pasal 16

(1) Uang Persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang
tidak dapat dilakukan langsung olch kcpala satuan kerja perangkat
dacrah kepada pihak yang menycdiakan barang dan/atau jasa.

(2) Pecnggunaan Uang Perscdiaan yang mcenyimpang dari ketentuan

| sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pclanggaran dan

| dapat dikenakan sanksi.

| (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi scbagaimana

dimaksud pada ayal (2] serta penectapan besaran, tala cara

penggunaan, pembukaan dan penutupan rekening, pembukuan,
pclaporan, dan pertanggungjawaban Uang Persediaan diatur dengan

Pcraturan Kepala Dacrah.

BAB X
PERENCANAAN KAS PEMERINTAH DAERAH
p Pasal 17
S’
(1) Kepala Satuan Kerja Pengelola Kcuangan Dacrah sclaku Bendahara
- Umum Dacrah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan
kas dan menetapkan saldo kas minimal.

(2) Berdasarkan perencanaan arus kas dan saldo kas minimal
scbagaimana dimaksud. pada ayat (1), Bendahara Umum Daerah
menentukan strategi manajemen kas untuk mengatasi kekurangan
kas maupun untuk menggunakan kclebihan kas.

(3) Strategi manajer kas scbagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
dilaksanakan olch Bendahara Umum Dacrah harus dapat
mcmastikan:

a. pcmerintah daerah selalu memiliki akses yang cukup untuk
memperoleh  persediaan kas guna memcenuhi  pembayaran
kewajiban dacrah; dan/atau

< b. saldo kas di atas saldo kas minimal diarahkan untuk

mendapatkan manfaat vang optimal.

(4) Dalam rangka penyusunan pcrencanaan kas, satuan  kerja
pcrangkat daecrah wajib menyampaikan proyeksi pencrimaan dan
pengeluaran sccara periodik kepada Bendahara Umum Dacrah.

(9) Kcetentuan lebih lanjut mengenai ruang lingkup, periode, dan bentuk
proyckst scbagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam
Peraturan Kepala Daerak - mengenai  sistem dan  Prosedur
Pengelolaan Keuangan Dacrah.

BAB XI
PENGELOLAAN KEKURANGAN/KELEBIHAN KAS
Pasal 18
Dalam hal terjadi kckurangan kas, Pcmerintah Dacrah dapat.i
melakukan pinjaman dari dan/atau surat berharga lainnya scsuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 19

(1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Dacrah dapat
menempatkan Uang Dacrah pada rckening di Bank Umum yang
menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku.

(2) Pcnempatan Uang Dacrah pada Bank Umum dilakukan dcngan
mcemastikan bahwa Bendahara Umum Dacrah dapat menarik uang
terscbut schagian atau scluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah
pada saat diperlukan.

BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN, AKUNTANSI DAN
PELAPORAN UANG DAERAH
Pasal 20

(1) Bupati/bendahara umum dacrah/kepala satuan kerja pemerintah
dacrah bertanggung jawab atas pengelolaan uang yang mecnjadi

& tanggung jawabnya.
(2) Bendahara Umum Dacrah, kepala satuan kcrja pemerintah dacrah
- dan scmua unit kerja yang berada di bawahnya yang mcnguasai
Uang Dacrah, mclakukan akuntansi atas pengelolaan Uang Dacrah
berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.
| 11 - 1
(3) Pclaporan pengelolaan Uang Dacrah dalam rangka
pertanggungjawaban Pemerintah Dacrah dalam bentuk laporan
kcuangan pemerintah daerah dilakukan sccara pcriodik.
BAB XIII
PENGAWASAN PENGELOLAAN UANG
Pasal 21
|
|
& (1) Pengendalian internal terhadap pengelolaan Uang Dacrah dilakukan
bt olch  bupati/bendahara  umum dacrah/kepala  satuan kerja
pcrangkat dacrah
(2) Pecngawasan fungsional terhadap pecngelolaan  Uang Dacrah
dilakukan olch aparat pengawasan fungsional dacrah dan olch

Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Fasal 00

Pada saat Pcraturan Bupati ini berlaku, rckening-rekening yang dimiliki
oleh becndahara umum dacrah dan satuan kerja perangkat daerah
sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini wajib ditutup dan dananya
dipindahkan ke rekening baru yang dibuka dengan mempcdomani
Sural Keputusan Bupati tentang Penctapan Nomor dan Nama Rckening
Kas Dacrah dan Rekening SKPD, kecuali rekening yang sudah ada
tclah scsual dengan surat keputusan bupati dimaksud.

Kasubbag. Parat. Per-UU-an Bagran Hukum Dan Ham-. 11



(1

BAB XV

PENLUTUP

Pagal 23
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar scliap  orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan pencmpatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditctapkan di Singkil
pada tanggal 7 Faveune 2dy
PATI ACEH SINGKIL,

Diundangkan di Singkil

pada tanggal & feopuam'  ooly
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH S

BERITA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2014 NOMOR .420




